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DIMANA posisi hukum bagi kehi-
dupan masyarakat? Pertanyaan ini
yang akan menjadi landasan filosofis
praktek hukum di tengah kehidupan
sosial. Meskipun dalam belajaran
hukum Kita d:s:bukkan dengan pe-
maknaan hukum secara formalistik,
dan pemaknaan hukum secara sub-

tantif. Namun, negara yang menganut

asas legal formal, akan mcmadlkan
hukum sebagai “pedang sakti" kebe-
namndanm;adlowmashebuman

Sehingga, selain hukum, maka semua

salah (al ashlu fi al-asy yaa'l al
. tahrim). Kekakuan pemahaman hu-
kum menjadikan gerak bangsa ini
sang‘al terpaku pada sesuatu yang
tertulis. Kita dihadapkan pada suasana
konpervausmc absolut yang berke-

panjangan.
Padahal, masyarakat sudah mulai
menggeser paradigma pemahaman

hukumnya pada wilayah yang sangat

elastis. Masyarakat menginginkan
hnkum yang hidup dalam kehidupan
ini, bukan hukum yang mengekang
kehidupan. Pergeseran paradigma
positivis ke arah utilitarian sudah
sangat terasa. Masyarakat sudah
mulai acuh terhadap hukum. Dan
masyarakat memaknai hukum se-

bagmkenmnfamn Kesannya sangat

pragmatis, tapi pahami saja, pragma-
tisme masyarakat itu muncul sebab
w pa‘x:ennmh terhadap rak-
4 yang juga pragmatis.

hgaka. bijaklah kiranya Kita mulai
menggeser pemaknaan hukum dari
wilayah ivisme formal menuju
pluralisme. Menjadikan state law

sebagai living law, schingga aplikasi

hukum idealita bukan hanya di buku

(law in books), namun sudah menjadi
law in action, Hukum yang hidup di
tengah-tengah masyarakat orientasi-
nya adalah kepentingan. Masyarakat
mulai meninggalkan suasana filoso-
fis hukum tentang mengapa sesuatu
harus tetjadi, tapi masyarakat sudah
masuk pada fase pertanyaan menga-
pa itu tidak terjadi. Pergeseran inilah
yang menyebabkan masyarakat
menyimpulkan hukum sebagai kebe-
naran melalui kemanfaatan.
Hukum dan Pembelajar Hukum
. _Kita harus mencari tahu bagai-
mana keadaan para pembelajar hu-
kum masa depan. Doktrin positivisme
membuat kaku berbangsa dan ber-
negara. Hukum sebagai
harus dimaknai luas. Tidak sesempit
jalan satu arah. Sebab hukum hidup
pada ruang sosial yang sangat elastis
gerakannya. Ketidak-seimbangan
gerakan hukum dengan gerakan
sosml membuat hukum kalah cepat

dengan kebutuhan sosial.
~ Hukum sebagai panghmahamsdl-
maknai bahwa sétiap penyelesaian
permasalahan harus ada upaya pera-
dilan. Bisa secara formal bisa juga
non formal. Kita mengenal lembaga
arbitrase, kita mengenal upaya damai,
mediasi dan lainnya. Dan itu juga
merupakan lembaga peraddan. peng-
hakiman.
Dalam hal ini ada tiga hal yang
penting untuk dilakukan para pem-

belajar hukum masa depan terkait
tersebut.

* dengan pemaknaan hukum

Pertama pembela;ar hukum
jugadmamnknnbetajarsomologi Hal
ini untuk mengamkan intelegensia
hukum, dan psikologi kemasyarakat-
an, Sehingga hukum bukan hanya
Iah:rsebagmikmankuat. tapi menjadi
ikatan yang uatkan sebab hu-
kum bersatu kebutuhan. Hal
ini nanti akan meluaskan ngan
dari positivisme formal menuju
pluralisme. Para pembuat hukum dan
pembelajarhukum punya pendekatan
sosial yang kuat. Sebab, selama

hukum jauh dari kepentingan sosial.

Maka hukum akan kering dengan

kepatuhan. Ini menjadi bias mo-
dernisasi kehidupan berbangsa dan
bernegara. Kewibawaan hukum
bukan lagi dipandang secara tekstual.
Tapi kewibawaan hukum bermain

padalanggung;awabhukumtahadap' :-- )

realitas sosial,

Kedua, peralihan pemikiran hu-
kum dari deduktif reasoning, menuju
induktif re@soning. Bukan membuat
hukum secara deduktif (kzw:bawaan)
saja. tapi melahirkan hukum yang

Berdasarkan

pahamx bahwa kepentfnmmlsya-‘

rakat bukan hanya kebutuhan | pangan
yang materialistik saja, tapi yang
dimaksud kepentingan masyarakat

an, perlindungan, otoritas keberpi-

posmf masyamkat kembali hidup
untuk memandang dan mematuhi

hukum sebagai kehidupan, bukan lagi
sebagai aturan

Ketiga, betupaya keluar dari me-
lihat hukum dari satu konteks, menuju
hukum yang bisa dilihat dari berbagai
konteks. Go from disiplinary to
transdisiplinary. Ketika satu hukum
lahir, bukan hanya bermanfaat untuk
satu hal, namun mampu menjadi bias
baik pada beberapa hal lainnya.

'chuakan pemerintah tentang eko-

nomi, bukan hanya membuat
masyarakat mudah secara ckonomi,
‘ (Bersambung ke hal. 33)
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